
WALIKOTA BANDAR LAMPTII\TG

PERATURAN WALIKOTA B,{NDAR LAMPUNG

NOMOR 114 TAHTIN 2011

TENTANG

I 
ATA CARA PEMUNGUTAN PA]AK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAF{A ESA,

WALIKOT A B AND AR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan darr pemungutan Pajak Reklame di
Wilayah Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 0l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu disusun peranlran pelaksanaan
pemungutan Pajak Reklame.' I

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas periu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Bandarlampung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun I956 Nornor
55), Undang-Undang. Nomor 5 Darurat .Tahun 1956 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun tr956 Nomor 56), dan Undang-Undang Danrrat Nomor 6 Dan-rrat Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tenl;ang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaoraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik'Indonesia Tahun 1981 Nomor '16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tr997 Nomar 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor l29,Tambahan Lembaran Negara Rqpublik, Indonesia Nomor 39S7);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Fengadiian Pajak (Lemharan Negara
Republik Indo,nesia Tahun 2002 Nomor 2?, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embar:an Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara Rcpublik
Indonesia Nornor a286);

U'ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republilr
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

{awap Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.004 Nomor 66.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ttomor 4400);,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintatran Daerah(Lembaran Negara
Republik Inclcrnesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara B.epublik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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